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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR 
NO MOR 08 T AHUN 2014 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

a. 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj~ 
Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesua1 
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang­
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 
yang dijabarkan ke dalarn Kebijakan Urnurn APBD serta Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara yang telah disepakati bersarna antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 Desember 2014; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah­
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. 

3. 

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

Und.ang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara N~gara yang 
bers1h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne ( Lembaran Negara 
Republ~k Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indoneseia Nornor 3851 ); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembarnn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 4438 ); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan _Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwak1lan Rakyat, 
dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarn.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 4028 ); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 94, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

.........:__ 



16. Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); 

17. Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4740); 

Peratu~an Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemermtahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 



28. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang Pedornan 
Pemberian Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalarn APBD, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik. 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 37 Tahun 2014 tentang Pedornan 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

33. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2302/XII/Tahun 2014 tanggal 
23 Desernber 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Takalar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Takalar Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Takalar 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Takalar Tahun Anggaran 2015; 

34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Nomor 
10/DPRD/XII/2014 tanggal 29 Desernber 2014 tentang Persetujuan 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar 
Tahun Anggaran 2015. 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR 
dan 

BUPATI T AKALAR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Daerah 

Surplus/(Defisit) 

Rp. 908.306.497.317,00 
Rp. 908.306.497.317,00 
Rp. 0,00 



3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp 3.000.000.000,00 
Rp. 3.000.000.000,00 
Rp. 0,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

Pasal 2 

( 1 ) Pendapatan ·Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 97.971.287.117,00 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 637.130.834.000,00 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 173.204.376.200,00 

( 2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan: 
a. Pajak daerah sejumlah 
b. Retribusi daerah sejumlah 

Rp. 
Rp. 

15.928.290.000,00 
12.256.015.700,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sejumlah Rp 6.350.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 63.436.981 .417,00 

( 3 ) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil sejumlah 
b. Dana alokasi umum sejumlah 
c. Dana alokasi khusus sejumlah 

Rp. 20.306.333.000,00 
Rp. 554.136.141.000,00 
Rp. 62.688.360.000,00 

( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Hibah sejumlah Rp. 
b. Dana darurat sejumlah Rp. 
c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 
d . Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah 

daerah lainnya sejumlah Rp. 

Pasal 3 

1.234.977.000,00 
0,00 

27.859.706.000,00 
129.944.342.000,00 

14.165.351.200,00 

( 1 ) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 570.301.800.476,00 
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 338.004.696.841,00 

( 2 ) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari 
jenis belanja: 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 540.392.438.100,00 
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00 
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00 
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 2.665.000.000,00 
e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 
f. Belan~a bagi hasil sejumlah Rp. 0,00 
g. Belan~a ~antuan keuangan sejumlah Rp. 18.190.989.132,00 
h. Belan1a hdak terduga sejumlah Rp. 8.053.373.244,00 



• 

( 3 ) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis 
belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah 
b. Belanja barang dan jasa sejumlah 
c. Belanja modal sejumlah 

Pasal 4 

Rp. 61.382.574.229,00 
Rp. 156.769.741.530,00 
Rp. 119.852.381.082,00 

( 1 ) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 

( 2 ) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 
(SiLPA) sejumlah Rp. 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan sejumlah 
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 
£. Penerimaan piutang sejumlah 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

3.000.000.000,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

( 3 ) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah 
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah sejumlah 
c. Pembayaran utang sejumlah 
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah 
e. Piutang pihak ketiga 

Pasal 5 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

0,00 

3.000.000.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. LampiranIV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiaran VII 

8 I amniran :VIIL 

Ringkasan APBD ; 

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 
Organisasi; 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah ; 
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9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Lainnya; 

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 
Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran ini ; 

Daf tar Dana Cadangan Daerah ; clan 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. 

Ditetapkan di Takalar 
pada tanggal 31 Des-.ember 2014 

2014 
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